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ABSTRACK 

 

This writing aims to determine the basis for the application of criminal elements and the judge's 

consideration in handing down a verdict in a narcotics abuse case (Study of Decision Number 

120/Pid.Sus/2022/PN Byl).  

This research is based on the background of narcotics users outside the medical and scientific 

interests, which will eventually become a problem and danger for the user and the development of 

narcotics abuse crimes from time to time shows an increasing trend.  

The research method in writing this uses normative research, which is carried out by examining 

secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal 

materials. The nature of the research is descriptive, namely describing the basis for the application of the 

elements of criminal law and the judge's consideration of the crime of narcotics abuse.  

From the research conducted, the author draws the following conclusions: In decision number 

120/Pid.Sus/2022/PN Byl. The public prosecutor used an indictment in the form of a third alternative 

indictment, namely in Article 127 paragraph (1) letter a of Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 

2009 concerning Narcotics where the elements in the indictment were considered proven by the public 

prosecutor, namely that the actions and elements of the article were in accordance. The judge's 

consideration stated that the defendant could be blamed for committing the act as charged by the public 

prosecutor in his indictment. The indictment according to the panel of judges shows the facts that have 

been revealed at trial, namely violating the provisions of Article 127 paragraph (1) letter a of the Law of 

the Republic of Indonesia of 2009 concerning narcotics.   
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ABSTRAK  

 

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dasar penerapan unsur-unsur pidana dan 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus peyalahgunaan narkotika pada (Studi 

Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl).  

Penelitian ini dilatar belakangi pengguna Narkotika diluar kepentingan medis dan ilmu 

pengetahuan, yang pada akhirnya akan menjadi suatu masalah dan bahaya bagi si pemakainya dan 

perkembangan kejahatan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan 

yang semakin meningkat.  

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu dilakukan 

dengan cara mengkaji data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 

bahan hukum tersier. Sifat penelitian deskripif, yaitu mendeskripsikan mengenai dasar penerapan 

umsur-unsur hukum pidana dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika. 

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: Dalam 

putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. Jaska penuntut umum menggunkan dakwaan yang 

berbentuk dakwaan alternatif ketiga yaitu dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik 

Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah 

dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum yakni antara perbuatan dan unsur-unsur pasal telah 

sesuai. Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan 

perbuatan sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya. Adapun dakwaan 

yang menurut majelis hakim menunjukan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu 

melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2009 

tentang narkotika.    

  

Kata kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Narkotika. 

 

  

PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, seperti yang 

dinyatakan pada penjelasan UUD 1945, yang menyebutkan bahwasanya “Negara 

Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. 

Hukum berfungsi sebagai norma atau aturan yang mengendalikan penduduk secara 

jelas. Dalam interaksi sosial sehari-hari, terdapat hubungan antara individu yang 

memicu berbagai peristiwa atau kejadian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi 

dinamika hukum. Dengan demikian, sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi 

hukum, penting untuk melaksanakan peran hukum secara konsisten sebagai alat 

penegak hukum.  
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Seiring dengan kemajuan zaman, kejahatan juga mengalami perkembangan 

yang lebih kompleks dan terorganisir. Salah satu isu yang kerap muncul di tengah 

masyarakat adalah kejahatan secara umum, termasuk penyalahgunaan narkotika 

yang semakin marak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai 

Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai: “Narkotika adalah zat atau obat yang 

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang 

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam 

undang-undang ini”.  

Penggunaan narkotika di luar konteks medis dan ilmiah kerap terjadi, yang 

pada ujungnya tidak hanya membahayakan individu yang mengonsumsinya, tetapi 

juga berpotensi mengganggu tatanan kehidupan sosial dalam masyarakat, serta 

memengaruhi stabilitas bangsa dan negara.  

Disalahgunakannya narkotika merupakan ancaman serius bagi generasi 

bangsa, karena dampaknya tidak hanya terbatas pada kerusakan kesehatan individu 

pengguna, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian, sosial, dan masa depan 

generasi bangsa. Hal ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat mayoritas 

pelaku penyalahgunaan narkotika berasal dari kalangan muda, yang merupakan 

penerus bangsa. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki populasi terbesar 

di dunia, menjadi target pasar potensial bagi peredaran narkotika. Tidak jarang 

ditemukan jaringan peredaran narkotika yang beroperasi di Indonesia, yang setelah 

ditelusuri, ternyata terhubung dengan jaringan internasional.      

Mengatasi penyalahgunaan narkotika merupakan tantangan yang kompleks, 

namun negara tetap berkomitmen untuk memberantasnya. Penyalahgunaan 

narkotika tidak mengenal batasan sosial dan mencakup semua lapisan masyarakat, 

baik dari kalangan kaya maupun miskin, tua maupun muda, termasuk anak-anak. 

Tren peningkatan penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengancam masa 

depan generasi penerus bangsa.  
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Di antara beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi 

permasalahan narkotika adalah dengan melakukan penyempurnaan terhadap 

regulasi di bidang hukum. 

Dalam upaya memperkuat regulasi terkait narkotika, pemerintah melakukan 

pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini menunjukkan 

komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan 

narkotika, yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN). 

BNN, sebagai lembaga pemerintah nonkementerian, memiliki kedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta hadir di setiap provinsi dan 

kabupaten/kota.  

Upaya dalam menanggulangi tindak pidana narkotika dapat dilakukan melalui 

langkah preventif maupun represif. Pendekatan preventif dilakukan oleh kepolisian 

resor, bekerja sama dengan BNN, instansi terkait, serta masyarakat, melalui berbagai 

kegiatan seperti penyebaran brosur, pemasangan papan himbauan, dan 

penyelenggaraan seminar tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Sementara itu, 

pendekatan represif dilakukan oleh POLRI untuk mengungkap tindak pidana yang 

telah terjadi, melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam penyidikan tindak 

pidana narkotika, unit reserse narkotika memiliki peran utama dalam menangani 

masalah tersebut.       

Dengan demikian diketahui bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

itu melanggar hukum, yaitu sanksi yang dikenakan pada pelaku penyalahgunaan 

narkotika yaitu wajib sejalan dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 

mengenai narkotika. Bunyi UU tersebut yaitu Setiap individu yang mengalami 

dampak negatif akibat penggunaan obat-obatan golongan 1 dapat dikenakan sanksi 

pidana berupa hukuman penjara dengan durasi maksimal 4 tahun. Selain itu, korban 

penyalahgunaan diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. 

Dalam kasus yang penulis sedang teliti yaitu dimana seseorang 

mempergunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri.  

Merujuk pada hal diatas penulis bermaksud untuk menganalisis penerapan  

unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada perkara Nomor 

120/Pid.Sus/2022/PN Byl dan bagaimana pertimbangan hakimnya dalam menjatuhkan 
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putusan terhadap penyalahgunaan narkotika. Maka penulis mengangkat masalah 

yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dalam skripsi mengenai “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”. 

 

METODE 

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 

normatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sejumlah 

ketetapan pada aturan UU yang diberlakukan, dengan mengaitkannya dengan realitas 

yang terjadi di lapangan, lalu dilakukan analisa melalui perbandingan antara nilai-

nilai ideal yang terkandung dalam aturan UU tersebut dengan situasi nyata yang 

terjadi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti berupaya untuk menyediakan 

data yang akurat mengenai manusia atau fenomena yang sedang diteliti. Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan gambaran deskriptif yang komprehensif tentang kondisi 

hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau terkait dengan 

peristiwa hukum yang ada di masyarakat. Sumber data didapatkan dengan 

mengumpulkan data sekunder, yaitu data yang diambil melalui pihak kedua yang 

sudah mengakumulasi data tersebut sebelumnya, artinya penelitian tidak mengambil 

data langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan (library research). Analisis yang dilakukan dengan memakai studi 

kepustakaan dan mencari di internet.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan 

Narkotika dalam perkara Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl 

Berda|sa|rka|n ka|sus terha|da|p tinda|k pida |na| penyala|hguna|a|n na|rkotika| 

pa|da| Putusa |n No. 120/Pid.Sus/2022/PN Byl, ba |hwa| Terda|kwa| Richa | Pa|mbudi 

a|ls Kero Bin Suka |mto pa|da| ha |ri Sela|sa| ta|ngga|l 07 Juni ta|hun 2022 sekira| pukul 

21.35 wib a|ta|u setida|k-tida|knya| pa|da| sua |tu wa|ktu tertentu da |la|m bula|n Juni 

ta|hun 2022 bertempa|t dida|la|m sebua|h ruma|h di Dukuh Ja|tisa|ri Rt. 005/Rw. 

001, Desa| Ja|tisa|ri, Keca|ma|ta|n Sa|mbi, Ka|bupa|ten Boyola|li a|ta|u setida|k-

tida|knya| pa|da| sua|tu tempa|t la|in ya|ng ma|sih terma|suk da|la|m da|era|h hukum 

Penga|dila|n Negeri Boyola |li, mela|kuka|n penya|la|hguna| Na|rkotika| Golonga|n I ba|gi 

diri sendiri.  
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Pa|da| ka|sus ini bera|wa |l ha|ri sela|sa| ta|ngga|l 07 Juni 2022 sekita|r ja|m 17.00 

wib Terda|kwa| Richa | Pa|mbudi a|ls Kero Bin Suka |mto menghubungi Eko La|nja|r 

(DPO) ya|ng diketa|hui sa|ksi Eko La|nja|r tersebut sa|a|t ini seda|ng meja|la|ni 

pida|na| di La|pa|s Sra|gen, Terda|kwa| menghubungi lewa|t pesa|n Wha|tsA|pp 

mengguna|ka|n Hp Terda|kwa| denga|n nomer HP 085320466053 ke nomer Eko 

La|nja|r (DPO) denga |n nomer 082134188099 ya|ng dida|la|m Hp Terda|kwa| di beri 

na|ma| “KA|S” ya|ng intinya| Terda|kwa| a|ka|n membeli ba |ra|ng berupa| sa|bhu 

denga|n ha|rga| Rp. 450.000,00 (empa|t ra|tus lima| puluh ribu rupia|h) setela|h itu 

Terda|kwa| disuruh untuk mentra |nsfer ua|ng ke rekening milik Eko La |nja|r 

(DPO) ya|itu ke Ba|nk BCA| No. Rek: 3940572443 a |n. Nebriya|nto, da|n setela|h 

Terda|kwa| mentra|nsfer ua|ng tersebut Eko La |nja|r mengirimi Terda|kwa| tempa|t 

penyimpa|na|n sa|bhu berupa| ga|mba|r da|n tulisa |n petunjuk tempa |t 

penyimpa|na|n sa |bhu ya|itu “ 0.5 La|mer ba|nga|k ke uta|ra| ga|ng ke 2 ka|na|n ja|la |n 

belok ka|na|n kiri ja|la|n ketemu besi penya |ngga| sebelum ga|ng ke 1 @terta |na|m 

disela|ta|n ba|tu ttda| peca|ha|n genteng” (ma|suk wila |ya|h Ba|nga|k, Kec. 

Ba|nyudono, Ka|b. Boyola|li). Kemudia|n sekita|r ja|m 19.00 wib Terda |kwa| 

bera|ngka|t menuju ke tempa|t penyimpa|na|n sa|bhu denga|n mengenda|ra|i Spm 

Honda| Va|rio 110 wa|rna| hita|m nopol: A|D-4240-A|BD milik Terda|kwa|, sekita|r 

19.15 wib Terda|kwa| sa|mpa|i di tempa|t penyimpa|na|n sa|bhu sesua |i petunjuk 

ya|ng diberika|n oleh Eko La|nja|r kemudia|n Terda|kwa| menca |ri da|n menemuka|n 

Sa|bhu Tersebut setela |h itu Terda|kwa| pergi meningga|lka|n tempa|t sa|bhu 

tersebut la|lu pula|ng ke ruma|h Terda|kwa|, setela|h sa|mpa|i diruma|h kemudia|n 

Terda|kwa| membuka| ba|ra|ng berupa| sa |bhu ya|ng Terda|kwa| a|mbil  ta|di 

sela|njutnya| Terda|kwa| mema|ka|i/mengkonsumsi ba|ra|ng berupa| sa|bhu tersebut 

sendiri dida|la|m ka|ma|r Terda|kwa| teta|pi tida|k sa|mpa|i ha|bis, denga|n ca|ra| 

mengguna|ka|n a|la|t hisa|b/bong terbua|t da|ri botol beka|s minuma|n a|ir minera|l 

600 ml, botol tersebut Tersa |ngka| beli diwa|rung deka|t ruma|h Terda|kwa|, ya|ng 

pa|da| tutup botol Terda |kwa| beri luba|ng 2 (dua|) ma|sing-ma|sing luba|ng diberi 

pla|stik la|lu botol a|qua| tersebut Terda|kwa| isi a|ir kemudia|n disa|la|h sa|tu ujung 

sedota|n dipa|sa |ng pipet ka|ca| da|n pipet ka|ca| Tersa|ngka| beri na|rkotika| golonga|n 

I jenis sa|bhu la|lu pipet ka|ca| tersebut Terda|kwa| pa|na|si mengguna|ka|n korek a|pi 

ya|ng suda|h di modifika |si la|lu sedota|n pla|stik ya|ng sa|tunya| diguna|ka|n untuk 

menghisa|p la |ya|knya| seperti ora|ng merokok da|n setela|h selesa|i mema|ka|i 

na|rkotika| jenis sa|bhu Terda|kwa| ba|ka|r da |n Terda|kwa| bua |ng disunga |i deka|t 

ruma|h Terda|kwa|. Setela|h itu sisa | sa|bhu tersebut Terda|kwa| bungkus Kemba|li 

la|lu Terda|kwa| simpa|n denga|n ca|ra| dita|na|m di ba|wa|h tia|ng Listrik didepa |n 

ruma|h Terda|kwa|.  

Tinda|ka|n Terda|kwa| ya|ng dima|ksud tertera| serta| tera|nca|m pida|na| 
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berda|sa|rka|n 3 da|kwa|a|n, da|kwa|a|n perta|ma| Pa|sa|l 114 a|ya|t (1) UU RI No. 35 

Ta|hun 2009, da|kwa|a |n kedua| Pa|sa |l 112 a|ya|t (1) UU No. 35 Ta|hun 2009 Tenta|ng 

Na|rkotika| da|n   Pa|sa|l 127 a|ya|t (1) huruf a| UU RI No. 35 Ta|hun 2009 Tenta|ng 

Na|rkotika|.  

Penelitia|n ini mengka|ji pa|da| putusa|n 120/Pid.Sus/2022/PN Byl 

mengena|i ka|sus penya|la|hguna|a|n jenis na|rkotika| golonga|n I berupa| sa|bhu 

untuk diri sendiri, ya |ng da|pa|t menga|kiba|tka|n korba|n menga|la|mi kerugia|n 

buka|n ha|nya| fisik mela|inka|n juga| menta|lnya|. Da|la|m pemeriksa|a|n di  

persida|nga|n ditemuka|n sejumla|h bukti da |la|m bentuk ketera |nga|n sa|ksi, 

ketera|nga|n Terda|kwa|, serta| ba|ra|ng bukti la|in ya|ng setela|h dicocokka |n oleh 

Ma|jelis Ha|kim dinya|ta|kan cukup kebena|ra|nnya| ma|ka| dida|pa|tka|nnya| fa|kta| 

hukum ya|ng da|pa |t diguna|ka|n Ha |kim seba|ga|i a|la |t untuk mela|kuka|n 

pertimba|nga|n Ha|kim a|pa|ka|h fa|kta| hukum ya|ng dima|ksud da|pa|t 

menyeba|bka|n Terda|kwa| bersa|la|h a|ta|u tida|k.    

Ha|kim Penga |dila|n Negeri Boyola|li da|la|m ka|sus Tinda|k Pida|na| 

Penya|la|hguna|a |n Na|rkotika| meneta|pka|n Terda|kwa| denga|n Da|kwa|a|n 

A|lterna|tif Ketiga | dima|na| perbua|ta|n Terda|kwa| tela|h sesua|i denga|n Unsur 

tinda|k pida|na| ya|ng dia|tur pa|da| Pa|sa |l 127 a|ya|t (1) huruf a| UU No. 35 Ta|hun 

2009 Tenta|ng Na|rkotika| ya|ng menya|ta|ka|n ba|hwa | unsur “setia|p ora|ng”, 

“Unsur Ta|npa| Ha|k a|ta|u mela|wa |n hukum mengguna |ka|n Na|rkotika| Golonga|n 

I ba|gi diri sendiri” suda|h terpenuhi. 

Menurut penulis ba|hwa| unsur-unsur da|la|m da|kwa|a|n tersebut tela|h 

dia|ngga|p terbukti oleh JPU, perbua |ta|n terda|kwa| Richa | Pa|mbudi A|lia|s Kero 

Bin Suka|mto terbukti seca |ra| sa|h da|n menya|kinka|n mela|kuka|n tinda|k pida|na| 

penya|la|hguna|a|n na|rkotika| golonga|n I ba|gi diri sendiri denga |n unsur pokok 

berupa| perbua|ta|n: memiliki, menyimpa|n, mengua|sa|i, a|ta|u menyedia|ka|n 

na|rkotika| golonga|n I buka|n ta|na|ma|n seca|ra| ta|npa| ha|k a|ta|u mela|wa|n hukum.     

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya unsur-

unsur yang tercantum dalam dakwaan telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Tindakan terdakwa, Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto, sudah 

dibuktikan dengan sah serta meyakinkan sebagai tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika golongan I untuk keperluan pribadi. Unsur utama 

dari tindakan tersebut meliputi kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, 

ataupun penyediaan narkotika golongan I yang bukan berasal dari tanaman, 

yang dilaksanakan tanpa hak yakni bertentangan dengan hukum. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas terbukti Terdakwa 

telah mengkonsumsi narkotika golongan I dengan alasan bahwa Terdakwa 
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menggunakan narkotika jenis sabhu sebagai dopping kekuatan saat bekerja 

sebagai sopir. Padahal penggunaan Narkotika tanpa alasan yang sah 

merupakan tindakan yang membahayakan diri Terdakwa sendiri, dan dapat 

merusak organ tubuh kecuali digunakan untuk tujuan terapi pengobatan suatu 

penyakit tertentu. Terdakwa ternyata telah mengkonsumsi narkotika itu 

bukanlah untuk tujuan yang sah menurut undang-undang serta tidak 

mendapat ijin dari pihak yang yang memiliki wewenang. 

Dengan demikian, setelah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-

unsur tindak pidana, Majelis berpendapat bahwa kesimpulan Penuntut Umum 

tentang dakwaan yang terbukti dapat diterima, dan bahwasanya Terdakwa 

sudah terbukti dengan cara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan 

tindak pidana berdasarkan dakwaan alternatif ketiga. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Penyalahgunaan 

Narkotika dalam Perkara Nomor 120/Pid.Sus/PN.Byl 

Dalam pemahaman umum, tindak pidana berdasar pada perbuatan 

yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman pidana. Tindakan 

ini tidak hanya mencakup perbuatan aktif (melaksanakan suatu hal yang 

bertentangan dengan hukum), tetapi juga tindakan pasif (mengabaikan 

kewajiban yang seharusnya dipenuhi menurut hukum). Beberapa unsur yang 

membentuk tindak pidana yaitu sebagai berikut: 

1. Terdapat tindakan (mencocoki rumusan delik) 

2. Terdapat sifat bertentangan dengan hukum  

3. Tidak terdapat alasan pembenaran 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP ancaman pidana terbagi menjadi 2 yakni 

pidana utama seperti pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan pidana 

denda serta pidana tambahan seperti dicabutnya hak-hak, perampasan barang, 

serta pengumuman putusan oleh hakim. 

Banyak undang-undang, termasuk hukuman mati masih ada, tetapi 

Penegak hukum tidak diperbolehkan untuk mengaplikasikan hukuman mati 

secara otomatis, mengingat hukuman mati merupakan salah satu alternatif 

hukuman dan bukan satu-satunya opsi yang tersedia. Oleh karena itu, jaksa 

memiliki kemungkinan untuk melakukan penuntutan tanpa harus melibatkan 

hukuman mati sebagai pilihan.   
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Menurut Bemmelen, tujuan dari sanksi pidana yaitu untuk menjaga 

ketertiban masyarakat. Sanksi tersebut memiliki tujuan kombinatif yang 

meliputi pencegahan, perbaikan, dan dalam beberapa kasus, pemusnahan 

terhadap kejahatan tertentu.   

Berdasarkan kajian terhadap kasus penyalahgunaan narkotika yang 

telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa dakwaan, tuntutan, serta 

pertimbangan Hakim dalam amar putusan telah memenuhi persyaratan dan 

ketentuan hukum yang berlaku dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa. 

Penilaian ini didasarkan terhadap sejumlah fakta yang terungkap selama 

persidangan, yang mencakup keterangan dari terdakwa, kesaksian saksi, dan 

barang bukti yang relevan dengan kasus disalahgunakannya narkotika yang 

tercantum dalam putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl. Berdasarkan 

putusan tersebut, terdakwa Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto dinyatakan 

secara sah telah melaksanakan tindak pidana yakni menyalahgunakan 

narkotika golongan I untuk penggunaan pribadi, sehingga dijatuhi pidana 

penjara selama 10 bulan. 

Dalam penilaian Majelis Hakim, terdapat pertimbangan mengenai 

apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya. 

Dengan demikian, Majelis Hakim akan mengevaluasi dakwaan dari Jaksa 

Penuntut Umum tersebut. Dakwaan tersebut, menurut pertimbangan Majelis 

Hakim, mencerminkan sejumlah fakta yang telah terungkap pada waktu 

persidangan dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketetapan Pasal 

127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta UU 

Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana, beserta aturan UU yang 

memiliki keterkaitan.  

Pada Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Byl, menilai bahwa hakim 

telah mengimplementasikan Pasal 127 dengan benar sebab sejumlah unsur 

yang diatur dalam pasal yang dimaksud telah dipenuhi secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum, sebagaimana diajukan oleh JPU. Namun, dalam 

keputusan terhadap Terdakwa Richa Pambudi Alias Kero Bin Sukamto, hakim 

tidak mengambil langkah lebih lanjut setelah vonis pidana penjara, yaitu tidak 

memutuskan untuk melaksanakan atau menginstruksikan terdakwa menjalani 

pengobatan ataupun perawatan rehabilitasi medis maupun sosial.   
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KESIMPULAN 

 

1. Diterapkannya unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

pada putusan nomor 120/Pid.Sus/2022/PN.Byl menunjukkan bahwa 

Hakim, dalam proses pertimbangan dan penjatuhan putusan kepada 

Terdakwa, melakukan penilaian menurut sejumlah fakta hukum yang 

terungkap di persidangan. Evaluasi ini mencakup penilaian mengenai 

kesesuaian antara perbuatan yang dilaksankaan oleh Terdakwa dengan 

unsur-unsur dari pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

dakwaan alternatif ketiga, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 

Tahun 2009 mengenai Narkotika. Keselarasan antara unsur-unsur 

dakwaan serta sejumlah fakta yang terbukti di persidangan membuat 

Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan terhadap 

Terdakwa. 

2. Pertimbangan hakim pada kasus putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN 

Byl mengenai penyalahgunaan narkotika melibatkan evaluasi pengajuan 

bukti-bukti selama persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum serta 

berbagai aspek yang dapat memperberat atau meringankan keadaan 

Terdakwa. Dalam hal ini, Terdakwa menghadapi dakwaan alternatif dari 

jaksa penuntut umum. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti hukum 

yang tersedia, Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan 

dakwaan alternatif ketiga berdasarkan ketetapan Pasal 127 ayat (1) huruf 

a UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika di Republik Indonesia. 
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